
BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR :12. TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 61
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Qanun Kabupaten Nagan
Raya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya
Tahun Anggaran 2020 mengatur bahwa ketentuan
mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 akan
diatur dalam Peraturan Bupati sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBK;

b. Penjabaran APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2020
sebagaimana dimaksud di atas merupakan rincian lebih
lanjut dari Perubahan/Pergeseran APBK Nagan Raya
Tahun Anggaran 2020 yang memenuhi unsur
penganggaran dengan kriteria wajib, mengikat,
mendesak/darurat serta teijadinya penyesuaian dana
transfer baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari
Pemerintah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun

2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28..../ii



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aeeh Java, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undang Nomor 23...../iii
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12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Peubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tantang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pelavanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79../iv
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah, dan Informasi Penyelenggaran Pemerintah
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5351);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

31. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perkonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 94);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Keija
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Keija Pemerintah Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

v 36.Peraturan Menteri vi



36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedornan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedornan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

38. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif
Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
250);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

40. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam
Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

41. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara
Kurang Bavar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019
Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 379);

42. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

43. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016
tentang PemOentukan dan Susunan Perangkat Daerad

Kabupaten Nagan Raya;

44. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
(APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2020;

45. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 76 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Nagan Raya;

memutuskan......./vii
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 61
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun
Anggaran 2020 semula beijumlah Rp.1.293.48 1.943.599,14
Bertambah/fBerkurang) sejumlah (Rp.2 17.695.487.335,74) sehingga menjadi
Rp.l .075.786.456.263,40 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan;
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)
c. Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

2.Belanja;
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

ÿ c. Jumlah Belanja setelah Perubahan

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan

3.Pembiayaan Daerah;
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah
Perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah
Perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp5.311.991.766,26

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp_0.00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran IIdan Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 4 / viii

Rpl.263.481.943.599,14
(Rp 193.007.479.102.001

Rpl.070.474.464.497,14

Rpl.293.481.943.599,14
(Rp 217.695.487.335,74)

Rpl.075.786.456.263,40

(Rp24.688.008.233,74,)

Rp
(Rfi.

31.000.000.000,00
25.688.008.233.741

Rp5.311.991.766,26

Rp 1.000.000.000,00
(Rp 1.000.000.000.001

Rp_0,00
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( (
LampiranI PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

Nomor : 9 TAHUN 2020
Tanggal : 23 April 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

jm RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
«0r- TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URAIAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

LIRLTT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5 = 4-3 6

1 PENDAPATAN 1.263.481.943.599,14 1.136.231.322.744,14 (127.250.620.855,00) (10,07)

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 89.412.809.632,14 89.362.809.632,14 (50.000.000,00) (0,06)

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 16.086.658.524,00 16.036.658.524,00 (50.000.000,00) (0,31)
1.1.2 Basil Retribusi Daerah 1.170.887.425,00 1.170.887.425,00 0,00 0,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 0,00 0,00
1.1.4 Penerimaan Zakat/Infak/Sadaqah 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 0,00
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerahyang Sah 61.455.263.683,14 61.455.263.683,14 0,00 0,00

1.2 DANA PERIMBANGAN 744.774.622.000,00 632.100.272.521,00 (112.674.349.479,00) (15,13)

1.2.1 Transfer Umum 566.877.295.000,00 506.759.420.521,00 (60.117.874.479,00) (10,61)
1.2.2 Transfer Khusus 177.897.327.000,00 125.340.852.000,00 (52.556.475.000,00) (29,54)

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 429.294.511.967,00 414.768.240.591,00 (14.526.271.376,00) (3,38)

1.3.1 Pendapatan Hibah 18.720.800.000,00 18.720.800.000,00 0,00 0,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 65.199.554.206,00 65.199.554.206,00 0,00 0,00
1.3.4 Dana Penyesuaian 188.911.184.000,00 186.512.030.000,00 (2.399.154.000,00) (1,27)
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 156.462.973.761,00 144.335.856.385,00 (12.127.117.376,00) (7,75)

2 BELANJA 1.293.481.943.599,14 1.167.231.322.744,14 (126.250.620.855,00) (9,76)

2 .1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 636.071.328.060,40 656.689.323.420,40 20.617.995.360,00 3,24

2.1.1 Belanja Pegawai 363.352.127.514,00 359.189.969.514,00 (4.162.158.000,00) (1,15)
2.1.4 Belanja Hibah 4.749.300.000,00 4.534.000.000,00 (215.300.000,00) (4,53)
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 5.344.500.000,00 7.144.500.000,00 1.800.000.000,00 33,68
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 3.451.509.188,00 3.451.509.188,00 0,00 0,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan 257.673.891.358,40 257.052.144.718,40 (621.746.640,00) (0,24)
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00 25.317.200.000,00 23.817.200.000,00 1.587,81

2.2 BELANJA LANGSUNG 657.410.615.538,74 510.541.999.323,74 (146.868.616.215,00) (22,34)

2.2.1 Belanja Pegawai 44.220.784.059,00 39.771.156.559,00 (4.449.627.500,00) (10,06)
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 265.599.883.534,70 214.864.548.102,70 (50.735.335.432,00) (19,10)
2.2.3 Belanja Modal 347.589.947.945,04 255.906.294.662,04 (91.683.653.283,00) (26,38)

SURPLUS / (DEFISIT) (30.000.000.000,00) (31.000.000.000,00) (1.000.000.000,00) 3,33
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(
NOMOR
URUT

URAIAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) %

1 2 3 4 5 = 4-3 6

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 31.000.000.000,00 31.000.000.000,00 0,00 0,00

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 31.000.000.000,00 31.000.000.000,00 0,00 0,00

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) (100,00)

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) (100,00)

PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

30.000.000.000,00 31.000.000.000,00 1.000.000.000,00 3,33

0,00 0,00 0,00 0,00

RAYA/T'ÿh/%
IA\A* M

A Q
A* Ht

IDHAM

RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD
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Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian vang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nagan Raya.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten (DPPA-SKPK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nagan Raya ini
dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
08 Mei 2020 M

Ramadhan 1441 H

RAYA

DHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal : 08 Mei_2020 M

15 Ramadhan 1440 H

\BUPATEN

A

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR : ÿ)L\ 4
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